
PEMERINTAh{I KABUPATEN KAX'INGAN

PERATURTI\N BUPATI KATINGAN

NOMOR, 3 TAHUN2olo

TENTANG

rArA cARA PENERTMAAN D$N$.#AH 
,8fi$PAl^trRi\H 

DARI PEMEGANG tzrN

Menimbang

fiffengingat

BUIPATI KATINGAN

a, bahwa memperhatikan Peraturan Pemri:lrintah Nomor 57 Tahun 200}5

tentang Hibah'G;; g""t"f,,. mak' pe-riu dilakukan perubahan

ketentuan te*rao-Jp peoiuril Bupati Katingan. Nomor 10 Tahun

2007 tentang 
-i"i" Gara pembayaran Dana Hibah Dari sektor

Kehutanan'

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertibarn pelaksanaan penerimaarn.

hibah kepada a""t"r, yang bersumberr dari kelompok masyarakaru

p"r"*ng i.in OiUlOani X"-nrt"nan di 'Wilayah Kalrupaten Katingarr'

perlu diatur me,kanisme penerimaan dana niOan kepada daerah.yang

[;rd; untuf<'men-rnp'ng kegiatan permbangunan dlan peningkatan

fungsi Pemerintahan di daerah'

c. bahwa untuk rnelaksanakan maksiud pada hgruf a dan b diatias,

dipandang p"ti, untuk menetapkan Percturan Bupati Katingan'

l.Undang.UnclangNomor4lTahunlgggtentqry.fehutanl1.-(
["ruoi* Nd;;; cepuOrir ilrdonesig Tahun 199$ Nomor 16:r,

Tambahan l-",'ro"ran Negara Republik lndonesia Nomor 3888 )

seoagaiman" tul"n diubahtengan iJndang-undang Nomor l.s ]afun
ZOM tentang Perubahan Rtai Undang-Undang. Ncmor 41 Tahun

lgggtentangKehutananmenjadig4,l.g.Undarng(Lembaran
Negara Repdblik tndonesia Tahun 11004 Nomor 86, Tambahan

Leilbaran Negara Republik lndonesia llomor aa12\;

z.UndangUndangNomor.30Tahun2oo2tentangKom.lli
pemberantas",,iTin"Oak Pidana Konupsi (Lembaran Negara Republiik

indonesia Tahun 2ooz Nomor 137, 'x'ambahan Lembaran Negara

Republik lndonr>sia Nomor 4250) ;

3. Undang - Unr:lang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang; Pembentukan

rrurpSt " Katingftn, Kabupaten seruryan, Kabupaten sukarnara,

kaOubaten t-arraiOau, Kabupaten Gunung Mas, Kahupatan Pulang

pisau, faUupiiten Murung ilaya dan Kabupaten lBarito Timur di

provinsi ratimrirntan rengin (Lembarart Negara Republik lndonesia

Tahun ZAOZ Nlomor 16, Tanrbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nornrlr 4180 );

4, Undang - Undirng Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan
peraturan p.n-Alng - Und"r,g"" ( Lembaran Negara Republlk

lndonesia Tahun Zioq Nomor 53, l'ambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389 ) ;



S.Undang-UnrlangNomor32Tahunzoo|tentangPemerintahan
Daerah (uemmJia-n Nig"r" nepuuiit indonesia Tahun 20u Nontor

125, Tambanan'lemuaian lt"E"i" nu,publik lndonesia Nomor 44317)

sebagaimana teran oiubah oengan Fbraturan Perneri.rtah Nomor B

Tahun 2005 t;;.; Feruuarrai- Atas undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 t*ti"ng"pemerintahan Daterah meniadi Undang-Undantg

(Lembaran N,rgad nepuUr* lndqneeiria Tahun 2CJ05 Nomor 108'

Tarnbahan k:rmbaran Negara iuprirtir lndonesia Nomor 454i8)'

sebagaimana teur, diubah leng"n Urulang-undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang'FeruUatran Kedua Atari Undang'Undang Nonror 32

Tahun ZO1g i";6g Pemerintahan Daerah (Lernbaran llega'ra

nepuUlif ln,fonesia iahun 2008 Nc,mor 8 Tambahan Lenlbarian

N6;* Reputrlik lndonesia Nomor aBaL4) ;

6.Undang-UndarngNomor33.Tahunzoc4tentangPerimbangirn
Keuangan nliira Femerintah Pusat dan Pemerintahan Daerirh

(Lembaranrv*,g,'"-n"p,orir-lndonesiaTahun2004Nomor126,
Tambahan l-e,-in"Gran ttirg"ru Republik lndonesia Nomor 4438) ;

T.Undar"rg-UndarrgNomcrr23Tahun20r()gtentangPajak9":oh^9::l
Retribusi oaerui il"rnrt n Negara Rr:publik lndonesia Tahun 2009

Nomor tgO, trimbahan Lembarin Neg,lra Republik lndonesia Nomor

50a9);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahurrn 2001 tentaflg Pliak Da91t1h

(Lembaran G;3i3- Republik indonesiia Tahun 2001 Nomor 118'

Tambahan r-eiiiu"irn Negara Repubtik tndonesia Nomor 4138) ;

L Peraturan Pennerintah Nomor 6$ Ta'rhun 2001 tentang Retribusi

oaeran tr-emuaran N"g"t, Republik lndonesia Tahun 2001 Nomror

11g, Tambanai temUaian Negara Rep,rublik tndonesia Nomor 4139);

1o'PeraturanPenrerintahNomor5TTahunzoostentangr!!q!'Kepada 
or"oii- dtrbaran Negam Rr:rpublik tndonersia Tahun 2aCI5

f.tohor rggl fi;bahan Leribaran Negara Republik lndonesia

Nomor a577 );
11. peraturan pemerintah Nomor 58 Tahurn 2005 tentarng Pengelolaan' k"*rg;n Da,eran (Lembaran Negan:r Republik lldonesia Tahuln

2O0S Nomor i,+0, firbahan Lembara,n Negara Republik lndonesiia

Nomor 4578);

l2.peraturan penrerintah Nomor 38 Tatrun 2007 tentiang Pembagiatn

Urusan Pemerintahan Antara Pemelintah, Pemerintahan Daerarh

Provinsi dan Pemerirttahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembararn

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaharn

Lefrbaran l{egara Republik lndonesia ltomor 4737);

l3.Peraturan Penrerintah Nomor 39 Tahtrn 2007 tentang le-ngelolaan
Uang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nom-or 85, Tarrnbahan Lembaran l'legilra Republik lndonesia Nomor

4738) ;

14. peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20C18 tentang Fernbagian Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lenrbarin Daerah Kabupraten Katingan Tahun 2008

Nomor 3) ;

l5.Perattlran Dae,rah Nomor 5 Tahtrn :1008 tentang Organifsi dan
- 

Tata Kerja Diiras Daerah (Lentbaran Daerah Kahupaten Katingan

Tahun 2008 Nomor 5) ;



l6.Peraturan Mernteri Dalam- Negeri Nomor 13 Tahurn 2006 tentang

Penselola"n 
'iilliafti; q"i4n sebajairyna vans telah diubah

dengan perarfuia]i fi"rtoi Dalarn f,leg;fi Nomor 59 Tahun 2gO7

i"nting Pengelolaan Keuangan Daerah ;

l7.PeraturanMrenteriKeuanganNomorl6s/PMK.0TDaaStentang
Hibah Daerah ;

MEMUTUSKAN:

fttenetapkan : PEMTURAN IBUPATI KATINGAN TENTANG TATA cAttA
pENERTMAAN ronrtrn HIBAH reFAon DAERAH DARI PEMEGAnIG

IZIN DI SEKTOR KEHUTANAN'

BAB I

KETENTUAT.I UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan l3upati iniyang dimaksutJ dengan :

l. Pemerintahan Daerah adalah penyelelggaraan urusan

pemerintahan oen Pemerintah Daemh dan DPRD rnunut'6 asd

otonomi oan tugas"pemnantuan dengan prinsip rotonomi seluais-

tuasnya aaunn listem dan prinsip Negar .Kesatuan 
Republik

tndonesia r"rr"g"il"na dimaisud'dirram Undang-Undang Dasar

f.f"j"t" Repuh,llililndonesia Tahun 194lli ;

2. Pemerintah Daerah adatah Bupati darn Perangkat Daerah sebagai

untut penyelertggara Pemerintah Daerilh ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daeralr yang selanjutnya disebut DPRID

adalah temo,*ta penvarian Rakyirt Daerah sebagai unsur

penyelenggararran Pemerintahan Daerah ;

4. BuPatiadalah [3uPati Katingan ;

5. sekretaris Daerrah adalah sekretaris Dl;erah Kabupailen Katingan;

6. Anggaran Penrdapatan dan Belanrja Daerah selanrjutnya di. sebut

APEb adalah rrencana keuangan tahutran Pemerintiah Daerah yang

di bahas dan disetujui bersaml oleh Pemerintah Daerah dan Dewetn

Ferwakilan Rakyai Daerah dan dllletapkan dengan Peraturetn

Daerah.

7. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala

Daerah y"nsl karenJ Jabatannyar mempunyai kewenangan

menyelenggarcrxan keseluruhan penge[,olaan keuangan daerah.

S.PeraturanBupatiadalahPeraturanBuprr,atiKatingan;
g. pejabat pengerlola Keuangan Daerah adalah Kepa[a satuan 5"d1/' 

FllrgJ;rtr- (",u"ng"n ba-eratr yang selanjutnya clisebut sebagai

Xepifa SKPKD yang mempunyii tuge*s melaksanakan pengelolaam

Ap'eo dan berliiniar-sebagai bendaharra umum daerah ;

10. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

pengguna"n 
"iig"g";n 

untuk mehklarrakan tugas pokok dan fungsi

brt,Ii" Kerja pe-ringkat Daerah (SKPD) yang dipimpiinnya ;

11. Kuasa Penggurna Anggaran adalalr pejabat yang tlibreri kuasa untuk

melaksanaran ieOa[iin rewenangan peng-guna anggaran dalarn

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ;

12. Penerimaan Daerah adatah uang yang masuk ke Kas Daerah ;
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13. Pendapatan Daerah adatah hak peunerintah daerah yang diakui
-- 

."U"g"i penarrrLah niiai kekayaan bersih;

14.satuanPerangkatDaerahya-ngselarrjutnyadisebutSKPDadalirh- - 
Din". Kehutartan Kabupaten Katingan ;

15. Kepala satuan Perangkat Daerah yang-selaniutny:r disebut Kepala

sKpD adalah rcepara 6in"r Kehutananr Kabupaten Katingan;

16. Hibah adalah penerimaan daerah )'ang berasal dari kelompok
-- 

rn""V"ot<ayp*rJrang"n V"ng diberikan secara suka rela dengan

pengalihan trat<-aias- sesuatu- dapat di;lam bentuk lrpiah yang tidalt

perlu di XernUali[an lagi dan digunakan .untuk menunjang

peningkatan ;;rg;i pem-erintanan ;an pembangunan daerah

KabuPaten Katingan ;

lT.Dana Hibah adalah dana yang dibenikan oleh pihak lain kepacla

pemerintan Orieran secara sufarela darlam bentuk u6ng rupiah unfuk

pembangunan daerah Kabupaten Katingan ;

18. Dana Hibah sektor Kehutanarr adalerh Dana Hibah ylng diperoleh
'"'Jrii 

p"r"grng- iiin dibidang Kehutanan yang diserahkan secara

iklas dan suralreu untuk dis-umbangkran bagi pembangunan daerah

atas reatis".i ipioOr[ri hasit hutan 6"rrp, klyu pada kegiatan.RfiiT

berjalan oleh''' p"*"g"ng ..lUPHHt(tit</lSl- 
kepada Pemerintah

Kabupaten xatirldn v:"ng- dim.asukan dalam Anggaran Pe.ndapatan

dan Belanj" inJoft,'seiuai dengan kesepakatan )/ang dituangkatn

dalam Nota KersePakatan ;

19. Naskah Perianriian Hibah Daerah selanrjutnya disingkat N,PHD adalah
'-';;;k;h p"il"-ii"t f,iU"nlntara pemloeri-hibah yang berasal dari

perorangan /t<,elompok masyarakaUbadan usaha dalam negari den

iremerintah KarbuPaten Katingan ;

20.NotaKeselpakatanDanal{ibahadalahnasketh-"- 
peOanlian*esiitai"i"n yang...dibuat antara Pemerintah Kabupatern

Katingan seraiil-ienerima HiUan dengan fgryregang 
lzin di Bidang

Kehutanan serlaku Pemberi Hibah, memiliki prinsip yang sama

Oengan Naskah Perjanjian Hibah Daeriirh (NPHD) ;

21. Kehutanan adurlah sistem pengurusan yang bersangkut pgut dengetn

hutan, kawasan hutan dan haiil hutan yang diselenggarakan secara

terpadu;

22. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan.yarg

berisi sumOerit"ya "t", hayati yang didominasi pepohonan dalam

persekutuan aLllam lingkungannya, ying satu dengan lainnya tidttk

daPat diPisahkan ;

23. Hasil Hutan arjalah benda-benda hayati lang.loenrpa hasil hutan

berupa x"v,lnHrl dan Hasit Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain

tumbuhan dan'satwa liar ;

24.KayuBulatadllralahbagia.ndaripohonyTg.ditebangdandipotong- 
idntaal batantr;r dengari ukuran diameterr 30 cm atau lebih ;

25. Hasil hutan Erukan Kayu (HHBK) adirlah hasil hutan hayati baik

nabati 1n"uprni hewani beserta produrk turunan dan budidayan!/a

kecuati kayu yarng berasaldari hutan ;

26.liin Usaha Pennanfaatan hasil Hutan llGyu ( luPl-ll'lK) pada Hutan

Atam Vrng ri,Giirny^ disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

adalah ijin unfi,uX memanfaatkan huta,rr produksi yang kegiatannl'a

i"tOiti dari pemanenan atau penebangan' penanaman'

pemeliharaan,pengamanan,pengekllaandanpemasranhasil
hutan kayu;



2T.llinUsahaPernanfaatanhasilHutanlGyu(lUPl{l.lK)padahutian
tanaman v"r,,g'''Jt"T'#y; oGu't irai Pengusahaan Hutien

Tanaman 1 Hl,ittt ) adalah Uin un'iif inemanfaatkeirr hutan pnt'ulrsi

yang kegiatannya'terOiri Oiri penyi"rp"n lahan' p'embenihan dan

pembibitan, p.;I;;;; il;"iih'i",n' pensamanan' penselola.n

dan Pemasaran hasilhutan kaYu ;

2S.ljinUsahaPtlmanfaatanhasil}{utartBukan[avu(IUPHHBK)
adalah ijin usaha yang. diberikan'rJrr *"*anfaakan hutan hasil

hutan bukan r"ir' *Er"lri x"gi"ta,, penanaman, pemeliharaan'

pemanenan, pt,ngamanan' pengeiolaanr dan pemasaran hasil ;

2g.ljinPemungullanHasilHutanKayu(IPHHK).arlalahiiinuntr'rk
melakukan p**g"r"bilrn hasil hutarr kayu meliputi pemanenan,

pengangkutan,"ili;;*rl. oan. lenrasairn untul< jangka waktu

iertentu didalarn hutan ProouKsl ;

30" Badan usaher adalah perusahaan yal-g berbarlan hukum dan

memiliki peri.iinan yang syah dari instahsi 6enrenang yang bergerak

dalam bidang usaha Kehutanan ;

3l.PemegangiiinadalahBadanU-sahalr.tlilikSwasta(BUMS),Badan
Usaha Mitik Nlegara (BUMN) B"d;'iltrfti Milik baerah (BUME))'

Koperasi dan pErorangal V.anUllU"ti ijin untuf mehkukan kegiatan

usaha p"rn"nii,i"t"n naiit hutan atau pemungutan hasil hutan ;

32. Pemegang ijinr lainya y9.lg- syah (lLS), 3dtfl'..penugasan 
Khusue

Kepada eaoari Git; mitif Negara' tpu< dan IPHHK ;

33. liin Pemanfaatan Kayu (lPq adalah ijtn untuk melaksanaketn

penebangan clan penggunaa, 
-i;t, daii areal hutan yang teleth

ditetapkan "i* 
p"O" 

-areal pembingunan Lain ( ,APL ) Kawasem

budidaya N;;;idh;t nan (r'BNIK) dnrtur keperluan pembangunetn

hutantanamanataukeperluanNonKrr:rhutanan;

34. Hutan Kemariyarakatran (![*l adalah h.utan trNegara yang

pemanfaatr"l,i;;;ya aituiural'nt'L pemberdayaan masyarakat

setemPat.

35. LHp adalah laporan Hasil procluksi perusahaarn yang sudefi

disyahkan of"f,F"iaOat Kehutarran yang berwenang 6an sudah lunets

i"*"iiorn finansiai kehutanan yang ditrutapkan ;

36. Target Produkrci adalah jumlah prorJuksi.hasilhutan, (,kayu dan buktn

kayu ) v"ng'Iiiiin[il ol"n p"*erintah kepada perusahaan dalam 1

(satu) tahun ;

31.AtasanLangsungPeiabatPenerimaberupaDanaHibahadaleth
pejabat StruliriiaT yang bettugas memerintahkan Peiiabat Penerimia'

IiitJoitiliui clensln Keputusan Bupati Katinsan ;

33.PejabatPeneriimadanaHibahadalahPejabatyangdituniuk.dengatn
Keputusan ai,p"ti Katingan atas usul Kepala Dinas Kehutanatn

KabuPaten Ka'nilingan ;

3g.BankPenerinlaDanaHibahadalahPT.BankPembangunetn--' 
kalimantan Tengah Gabang Kasongan ;

40.PemeganglzirradalahpemiliklU.P|'H!ylP-l(HKm/|LSsebagaipihatk
Bemberi Bana Hibah Oblam bentuk uang ruBiah sesuai realisasi

produksihasil thutan ;

41. Bukti setor Dana Hibah adalah suatu brukti qembaYapf ,{ PenYetoratn-";;;'tr*it", 
clari Bank yang resrni aiinu foto copy bukti setor yang

i"f"n Oibgalisir oleh Pejabat lSank yang berwenang ;



BAB II

PETI,IBERIAN DANA HIBI\H IffiPADA DAEIRAH

Pasat 2

(1)DanaHibahslektorKehutananbersuntberdaripemlreriankelompok
masyarakat / pemegang i'i.1 Oi Uld"ng kehutanan di wilayah

Kabupaten Krd;fi;;.g "ktif 
,ulrku, 

"n"lk"n 
kegiatan produksinya

diwilaYah KaburPaten Katingan'

(2)DanaHibahsr:lbagaimana.dimaksudpirdaayat(1)d[iberikankepatla
pemerintah tffiil;t* Katingan sebagai sumber pendapatan

daerah dalam ltentuk uang ruplan'

Pasal 3

(1) Besarnya norrtinal Pem.Pil',?l dala hibah kepadla daerah oleih

pemegang ,;n"-iUFHftK/Hrc*/IG- ,ti dasarkan pada Naskerh

perianjian Hii,an 
'D;;r"h 

(NPHD) ali;au. Nota feseoakatan 
yang

ditandatanganii secara bersamr-rul"" antara Pemeriintah lGbupaten

Katingan o"ng;;;';#;s i u pi'nrvl{Km/lLS selaku pemberi dana

hibah.

e) NPHD atau Nota Kesepakatan yang telah ditandatangant

sebagaimana ulima[sud padi 
"V"iiil 

nii sampaikan oleh Pemerintah

Daerah Kaburpaten Katingan'-ii[ror., Menteri Keuangan cq'

Oit"ftot"t Jendjeral Perimbangan Daerarh'

Pasal 4

(1).Jumlahpemberiandanahibahkepardadaerahtlidasarkanatas
rearisasi votunre produksi kayu oleh pemegang IUPHHK terhadep

RKTU'HHK 
""turiun berjarin, derigan. . 

nominal penerimaetn

perkubiknya yrilg Jit"rimJ s.gplsai se,iumtah..r.:ng yang disepakati

datam r.r".x"iil"F l;;jil H'rbarr Diierah (NPHD) atau No'ta

KesePakatan.

(2)Jumlahpemberriandanahibahsebagaiimana.dimaksudp?daayat(1)
sebagaima.il;.g ditetapkan dalim Surat Perintah Pembayaram

iSFFi "i"n 
eefinalPenerima Dana Hihah'

Pasal 5

Selain'pemberiandanahibahkepadadiirerah.sebloaimanadimaksud
pada pasat 4, iil;;'r"ffi Oii ieatisasi volume produksi kayu ohh

pemegang tptflFift/tls ternaoap BKI' lPl(HKm/lLS dan Risalah

Lelang serta nruir nut n bukan-fayu selain rolan, dengan nominal

penerimaan p"*.rlit atau pertonny" ,t"u satu.an.y?ng dlitetapkan, telath

disepakati secara bersama-sama dengan pemilik izin'

Pasal 6

pemberian dana hibah oleh pemberi l'ribatr tidak dapat dikompensasiktn

dengan segala tarrggungan ya19 *"ni"Oi kewailfn pemberi hibah baik

berupa hutang, il;;;;fi;, iagifian' retribrusi' paiak dan lain-lain'



Pasal 7

(1) pengangkatan Pejabat Penerima Dana Hibah ditetapkan oleh Bupati

atas usul repat-a- Din". Kehutanan Kabupaten Katingan dengatn

persYaratan terrtentu'

(2)AtaslangsungPejabatPenerimaDanaHibahadalarhKepalaDinas
Kehutanan

(3) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penerima. Dana Hibah di

'-' .",i.,prir"n ra6;; yap _. bersangkutan .dengan tembusatn

disampaik"n fLi"O" X"i,"fr Dinas Keiiutanan Kabupaten. Katingarn'

Kepala Dinas--pendrp"trn, .pengekllaan Keuangan dan ASS,et

ri"6rp"t"n Katingan dan lnspektur Kabrupaten Katingan.

BAB III

TAI'A CARA PENERIII'IAAIN DANA HIBA'H

Bagian Kesallu

Perhitungan Penerimaan Dana Hibah

Pasal 8

(1) Perhitungan br:sarnya Dana Hlbah yarrg diberikan rdidasarkan atas
'''nilai noirinal rupian permeter kubik atau satuan lainnya yanlg

disepakati dalarnn nota kesepakatan'

(2)PemegangizilrrharusmenyerahkansalinanLHPpalinglambatS
(lima)hariker,|aseiakpengesahanLt,tPkepadaPeljabatPenerima
Dana Hibah.

(3) Pejabat Penerfirma Dana Hibah wajib menerbitkan sPP Dana l{ibath

sebagai orrri' p*o"varan/penyetor3*. Dana Hibah palng llqba! 2

(dua) na* reriurr'seiJ"f, ait"ti,n, o6n Pr:rjabat Penerinta Dana Hlbah'

(4) Bukti pembayaran/Penyetoran Dana ry19{t yaJrg tela[ dilegalisrir

Bank Penerimur Dana Hibah sebagai bukti Penerimaan Dana Hibah

dari Pemberi Driana Hibah'

(5)DokumenSPF'dlnarrtPlhsebagaim,anadimaksudlpadaayat(3),'-' dibuat rangkap 4 (empai) dengan peruntukan :

a. Lembar Pertama untuk Pemegang lzin'

b. Lembar Kerrlua untuk Kepala Dinas llGhutanan Kabupaten

Katingan
c. Lembar Keltiga untuk

Keuangan rJan Asset
Kepala Dinii:rs Pendapatan, Pengg!9laatn

Kabupaten Katingah Cq. Kepala Bidarrg

PendaPatan.
d.LernbarKel:lmpatuntukarsipPejaburtPenerimaDanaHibah

Bagian Kedua

F embayaranlPenyetoranr Dana Hibah

Pasal I

Pembayaran/PenlretoranDanaHibahkepadaDaerahdilakukanoleh
pemegang lzin x,u-if.["ning Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dari Oana Hibahi Pemerintah Kabupaten Katingan- gacla

Rekening Xas Urnum 
.Dieran 

yaitu PT. Bank Pembangunan Kalteng

cabangKasongirnberdasarkanSPPDanaHibahsebagaimana
dimaks-ud clalam F'asal8 ayat (3)'

t

{



Pasal 10

(1) Pembayaran/penyetoran D11-,Tibah sesuai SPP yang diterbitkan

dilaksanakan clleh pemegang ,r,n-piti,,g lanlPat 6 (en:m).hari kerja

oada Rekenintii-f"! U*i* br"ra'n perda PT. Banlr Pembangunan

kalimantan Tengah Cabang Kasongan

(2)Dalamhalpembayaran/penYlt.oranDal.raHibahtidakdapatlangsurg
disetor kepader Bank yang ditunjuX' n''tf" O?P"J ditakukan melalui

Bank lainnya y,ang selaniutnya iitians,fer ke iekening Kas Daererh

penerimaan iendapatan Asli o""n n dari Dana Hilcah Pemerintarh

Kabupaten *#;r,ffi" Fr. g"nk Frembangunan Kalteng cabang

Kasongan
(3)Biayatransferlkorespondensi.yangd;timb.ulkanataspembayaran/

penyetoran D;;;-iiiU"n suOi,g"ir"tt" dimaksud pada ayat (:)

sepenuhny. m*njaOi beban Pemberi Diilna Hibah'

Pasal 11

Penerimaan Dana Hibah kepada Daerah dianggap, syah apabilla

pembayaranlpeny,iltooi-Ai*"["r,] tetatr masuk-ke Rekening Kats

Daerah p"nd,im""n pendapaian-nrri Daerah dari Dana t{ibah

PemerintahKabupatenKatinganpuo,PT"BankPembangunanKaltentg
Cabang Kasongart

Pasal 12

RekeningKasDaerahPenerimaanPendapatanAsliDaerahdariDana
Hibah pada pTl-Bank Pembangunan Kalteng Catrang Kasongan

dikelola oleh Dinai pendapatan,'pungetolaan Keuan,gan dan Asset

KabuPaten Katingan'

BAB IV

PIENGGUNAAN DAN PEI'TGELOLAAN-ilue 
HTBAH KEPADIT DAERAH

Pasal 13

Penerinraan Dana Hibah Kepada Daerah 0"1,1-"1Tang lzin $e$tr

Kehutanan digunurkan untuk- menunjang kegiatan pembangunan dan

b""i"Jr."t"n tirgt'n pemerintahan di Kabupr raten Katingan

Pasal 14

(1) Penerimaan Diana Hibah .9,f,en eemerintah Kabupaten lGtingan di

catat sebagat pendapatan hibah pada keiompok iain-iain pendapatan

}in; syan-Oari m APBD Kabupaten Katingan'

(2) Penerimaan Dana Hibah digunakan diln dikelola secara transparan
,', lil-;il;;t"r'-r*r"rri mek-nisme AptxlD sesuai dengan Peraturatn

F"iunOang-Un'rlangan yang berlaku'

Pasal 15

(1) Penggunaan rl:lan Pengelolaan dana Hi93l kepada Daerah darri

pemegang rri,,,-ii 
's;k6; 

lGhutanan, diiaksanakan oieh Peiabrat

pengelola x*"rd gagran 
. 
p".r" ilinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan orii;i""t Kabupaten Katirrrgan yang bertindak sebagat

Bendahara Untum Daerah'



(2) Penqaturan lell:)ih lanjut terhadap peng{Junaan dan pr:ngelolaan dana
' ' hibal sebagairnana 

-dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupitti

Katingan selaku pemegang kuasa pen$elolaan keuangan daerah

BAB V

PELAPORAhI

Pasal 16

(1) Pemegang lzilr selaku pemberi Dana Hibah selambat-lambatnya' 'tanggil 5 bul,an berikutnya wajib mclnyampaian laporan realisasi
pe,i5ayaran/p,elnyeto6n dana hibah dplam tahun anggaran kepacla

Kepala Dinas l(ehutanan Kabupaten Kltingan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud datam ayat (1) diibuat rangkap 3' 'dengan 
tembursan kepada Bupati Katlngan dan Dlnas pendapatan,

Penlebtaan Keuang'An dan ASset Katlrupaten Katingan

Pasal 17

pejabat penerima dana hibah setlap awarl bulan membuat rekapitulasi

penerbitin SPP lDana Hibah dan realisasi penerimaran dana hibah

iiepada Kepala D,ilnas Kehutanan Kabupiaten Kalingan sebagai bahetn

laporan bulanan realisasi penerimaan dana hibah kepada Bupati
(itingrn yang disampaikan selambat-tamhratnya tanggal 5 (Lima) bulan

berititnyi dengan menggunakan format'yang telah ditretapkan dengem

tembusin kepJda Kepala Dinas Pendapirtan, Pengelolaan Keuangeln

dan Asset Kabupraten Katingan cq. Kepala Bidang Penclapatan.

Pasal 18

Kepala Dinas lPendapatian, Pengelolaan Keuangan Prn .A9set
KaLupaten Katingan selaku Kepala Satuan 59ti" Pen_gelo_laetn

i.u"hg"n Daerah menyampaikan L,aporan Triwulan Realisasi
peneriiraan Dana Hibah sektor kehutanan sesuai reali:iasi penerimaan

pada rekening Kas Daerah selambatJanrbatnya tanggal 10 ($gpululh)
'bulan 

berikutnya kepada Bupati Katingarn dengan tembusan kepacla

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan

BAB VI

KETENTUATI PER/ILIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakurnya Peraturan Bupati ini :

a. Nota Kesepakatan Dana Hibah Sellctor Kehutanan yang syd.e{t

ditanda tangarri sebelum dengan berllakunya Peraturan Bupati ini,

tetap dilaksinarkan sampaidengan adaiinya perubahan lebih laniut'

b. Pengelolaan, pertanggung Jawa[an dan pelaporan pelaksanaan

lloti-k"."pitirt"n Oina niUan di Sel'itor Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, disesuaikan d,r:lngan ketentuan yang berlaku

paling lambat prada tahun anggaran benikutnya'



I

I

I

I

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Denganditetapkanperaturan.ini,makaPeraturanBupatiKatingan
Nomor 10 Tahun zooi t"ntrng Tata cara Pembayaran Dana Hibah Dari

sektor Kehutanar., Jirv"t"x"n"oicauut dan tidak berlaku lagi'

Pasal 21

peraturan Bupati iini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahur-1ya' memerintahkan Pengundangan

peraturan Bupat[ ini dengan ,"nJrpr1[i<annya dalam Berita Daerah

KabuPaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan

[rJa iunsgrt, T ht\ zua

BUPATI KATINGAN'

DUWEL RAWING
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l Diundangkan di Kasongan

irJ, t"nig"r, ti Agrtt 2o1t)
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